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Pada hari ini, Senin Tanggal Tiga Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua

Puluh (03 - 08 - 2020 ), bertempat di Penajam Paser Utara. kami ]ang
l:err-a-nda tangan di bar+.ah ini:

1. H. ABDUT GAI'UR MAS{ID, S.E seiaku Bupati Penajam Paser Utara

-vang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam l.legeri Republik

Indonesia Nomor: 13i.64-6i50 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018

tentang Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan

Timur, berkedudukan di Jalan Provinsi Km. 9 Panajam Paser Utara.

dalam jabatannr.-a bertrndak untuk dan atas nama Pemerintali

Kabupaten Penajam Paser Utara. untuk selanjutnra disebut PIIIAK

PER?AMA.

2. Drs. EDI DAftIANSYAII, M.Si selaliu Bupau Kutar hananegara. ]axg
diangkat berdasarkan Surat Keputusan \lenten Dalam \egen \omo:
131.64-254 Tahurr 2019, tarrggal 6 Februa:i 2A'19 tentarrg Perrgalgkata:r

Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupatr Kutai Kar.anegara Provrnsr

Kaiirnantan Timur, berkedudukan dan berkantor Cr .-la;a-i: \i olter

Mongansidi, Timbau, Tenggarong, Kabupaten hutai I.,a-:--r,a;regara.

Kalimantan Timur 75123, dalam hal ini berlindak untuk dan aras narla i



Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1 I Ih/!ahft tl6.I^h^ D^^,,L1i1, I-.-{^6-.-;^ \I^ffi.^r Atr Tn1-!,6 '!r)q6, +^6+66frrr vrruqrr6*vrru@r5 l\Lyqu16 rrruultLJra rrulflu! 4J rarutr r Jt)v (LtlLattS

Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalirnantan Barat

Kalirnantan Selatan da:r Kalimantan Timur (LemLraran Negara Ncmar 65

Tahun 1956, Tambahan L,embaran Negara Nornor 1106);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun ZAH tentang

Pemerintahal Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun

2AA Nomor 244, Tambahan Lembaran ltlegara Republik lndonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir riengan

Undang-Undang Repubiik Indonesia liomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-undang lt{omor 23 Tahun 2Ol4 tentaxg

Pemerintahan Daerah {l,embaran Negara Republik indonesia Tahun

2015 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nornor 5679j;

3. Peraturan Pen:erintah Republik Indonesia Nomcr 28 Tahun 20i8
tentang l{erja Sama Daerah {Lembaran Negara RepuLrlik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 97 dan Tambahan Lemtraran Negara Republik
Indonesia Nomor 62191;

4. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 22 Tahun 2A2O tentang Tata
Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah
Dengan Pihak Ketiga;

PIIIAK PERTAIIA dan PII{AK KEIXIA selanjutnya secara bersama-sama
dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIIIAK dan secara sendiri
sendiri disebut PII{AK.

PARA PIHAI( terlebih dahulr-i menerangkan ha1-hal sebagai berikut

1. PIHAK I{EDUA adalah lembaga }.ang menl'eienggarakan urltsan
pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasn-r a cialam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repubiik Indonesia sebagaimana
dimaksud. dalam lJndang-Undang Dasar liegara RepuLrlik Indonesia
Tahun 1945;
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2. PIIIAK PERTAIIA adalah lembaga ]'ang menyelenggarakan urusan

pemerintahan Kabupaten Kutar Kartanegara rnenurut asas otonorrri dan

tugas pemtrantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya daiam sistem

dan prinsip Negara Kesatuan Repubiik Indonesia sebagaimana

dirnaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun i945;

Berdasarkan hal ha-1 tersebut di atas, sesuai dengan lqedudukan dan

kewenangan masing-masing, seruju cian sepakat untuk memLruat,

metraksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan

Antar Daerah (selanjutnS'a dlsebr-rt "Kesepakatan Bersanila"), dengan

ketentuan dan syarat-s1'arat sebagai berikut

PIIIAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA
PII{AK.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAIY

{1} Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk menciptakan

keterpaduan pembangunan antar daerah dan mewujudkan e{isiensi.

efektivitas dan sinergitas dalam pengembangan pelayanan kepada

masyarakat dan pemanfaatan sumber daya.

{2} Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan peiaya-nal}

publik, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

PASAL 2

RUAI{G LIIIGKTIP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. Bidang Sumber Daya Aiam

b. Bidang Pendidikan;

c. Bidang Kesehatan;

d. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

e. Bidang Perumahan Ralysl dan Karvasan Permukiman;

f. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

g. Bidang Pengembangan Insfrastruktur Sarana dan Prasarana Daerah:
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h. Bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan;

i. Bidang Peneiitian dan Pengembangan Daerah

j. Bidang perhubungan;

k. Bidang Pengelolaan Arr Baku;

1. Bidang Penataan Batas Daerah;

m. Bidang Lingkungan Hidup.

n. Bidang Kebuda-1.a2n dan Par-iivisata

o. Bidang Sosial

p. Bidang Penaggulangarr Bencana

PASAI 3

PEMBIAYAAN

{1} BiaS'a pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, dibebankan kepada PARA PII{AK serta sumber lain

]'ang sah dan tidak mengikat.

t:Zj Bia1.a yang timbul sebagaimana dimaksud pada a3'at {1i merupakan

tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan aktivitas dan/atau

kontribusi masing masing

PASAL 4
ratra{tIa rtttrt.F Tt alLltrrlJl ffar.(ll(,

{U Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka u,aktu 5 ( Lima} Tahun

terhitung sejak ditandatanganinl.a Kesepakatan Bersama ini dan dapat

diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

t2) PARA PIIIAK dapat melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan

Kesepakatan Bersama ini setiap 6 lenam) bulan sekali.

i3i Apabila jangka waktu Kesepakatan Bersama ini akan diperpaljang,

maka perpanjangan dimaksud sudah disepakau oieh PARA PI-IIAK

paling larnbat 2 {dua) bulan sebelum jangka u aktu Kesepakatu, }
I

Bersama berakhir
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PASAI 5

PELAKSAIIAAI{

(1) Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama

ini diatur lebih ianjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasarna antara PAXA

PIHAK diw,akili oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang

membidangi serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Kesepakatan Bersama ini;

i2) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini lrerakhir dan tidak diperpanjang,

maka pengakhiral Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan

berakhirnva Perjanjian Keq'asama yal1g telah dibuat berkaitan dengal
pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai selesainva seluruh hak

dan kervajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam

Ferjanjian Kerjasama.

PASAL 6

KORESPO!{DEITSI

(1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, perrnintaan,

atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan

Bersama ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara

langsung oieh PARA PII{AK.

{2i PARA PII{AK menunjuk ,Dejabat Penghubung }rang bertanggung jarn'al:

untuk korespondensi dan kornunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan

Bersama.

{3i PARA PIIIAK menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud

pada a3''at {3) dengan alamat sebagai berikut:

a. PIIIAK KESATU:

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser

Utara

Telpon

Fax

Email

Alamat Kantor

0542 - 72L1400

: Pemerintahanppu@smail. com

: .Iln. Propinsi KM. 09 Keiurahan Nipah - Nipah

Kecamatan Penajam
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b. PII{AK I(EDUA:

Bagian Kerj asama Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara

Telpon : 0541-66 103 1

Fax:-
Email : ke{asamakuka-r1@,gmai1.com

Alamat kantor : Jalan tr\rolter Monginsidi Nomor 1 Tenggarong

i4i Pembatalan/perubaha:r alamat sebagaimana dimaksud pada ayat {2}

berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima

PIHAK l,ainn-'"a dalam n'aktu pa-Iing iama 7 (tujuh) hari kalender sejak

terjadin3,a pembatalan/perubahan tersebut, selfngga akibat

keterlambatan pemberitahuan menjadr tanggung 3arvab PIF{AK }.ang
melakukan per-ubahan tersebut.

{5} Pembatalan/perubahan pihak penghubung icontact person/U.p}

berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima

oleh PIHAK lainn_v*a dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender

sejak terjadinya pembatalanf perubahan tersebut, sehingga segala

akibat keterlambatan pemberitahuan rnenjadi tanggung jau.'ab PiHAK

yang melakukan perubahan tersebut.

(6) Setiap pemtreritahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi

data sebagaimana dimaksud pada ayat {li dianggap telah diterima atar-r

disampaikan:

a. Fada hari 3,-ang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan
dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat {expedisii

atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;

b. Pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui Pos dan dibuktikan

dengan tanda terima; atau

c. Pada hari yang salrra apabila dikirim mela-lui faksimili atau I
sarana {

komunikasi data 1ainn5.a dengan hasil1'ang baik
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PASAT 7

KETENTUAI{ LAII{-LAII{

Fial-hai lain yang beium diatur daiam Kesepakatan Bersama ini akan diatur

kemudian daiam addendum -l'ang merupakan satu kesatuan dengan

Kesepakatan Bersama ini atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 8

PENUTT'P

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PII{AH

dalam rangkap 2 {dua) masing*masing trermeterai cukup dan rnempunyai

kekuatan hukum ).ang sama.

PIITAK PERTAMA PIHAK KEDUA

H. ABDT L GAFITR MAS'rrD, S.E M.Si
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